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BUPATI KAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : /lJ TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

SEKRETARIAT PEMERIITTAH KABUPATEN KAUR 
BAGIAN HUKUM 1-----

SUDM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan 
Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran BLUD diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara · 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 

tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 298); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

N omor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2012 Ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Repu blik Indonesia Tah un 2018 N omor 1213); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 

Nomor 290); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276); 

15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 96 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kaur 

(Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1100); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH KAUR. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bu pati adalah Kepala Daerah Kabu paten Kaur. 

4 . Rumah Sa.kit Umum Daerah Kaur, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sa.kit milik Pemerintah Kabupaten Kaur yang telah ditetapkan sebagai 

Badan Layanan Umum Daerah; 

5. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan 

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD pada Bank yang 

ditunjuk oleh kepala Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 

menerapkan praktek bisnis yang sehat un tuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 

10. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD 

dengan belanja BLUD. 

11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD Rumah Sa.kit Umum daerah untuk 

memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta 

lancarnya. 

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 
SEKRSTARIAT PEMERINTAH KABUPATEN VJ.UR 
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13 . Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD Rumah sakit untuk mencapai sasaran 
dan tujuan pembangunan daerah. 

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. 

15. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD Rumah Sakit Umum 
Daerah Kaur. 

16. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD Rumah Sakit Umum 
Daerah Kaur. 

BAB II 

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 

Pasal 2 

(1) SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan 
pengeluaran BLUD selama 1 (satu) Tahun Anggaran. 

(2) SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan 
laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran. 

(3) SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan dalam 
tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan ke kas 
daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran 
BLUD. 

(4) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

,-.... likuidi tas. 

(5) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (4) yang digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

(6) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan 
mendahului perubahan APBD. 

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada Tahun Anggaran 

berjalan; dan 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

SEKRETARIAT PEMERINTAH 
BAGiAN HUK 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 
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BAB III 

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD 

Pasal 3 

(1) Nilai SILPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD. 

(2) Laporan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disertai dengan 

rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya. 

(3) Keadaan yang menyebabkan SILPA BLUD pada tahun sebelumnya digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk : 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

menutupi Defisit Anggaran; 

mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya ; 

membayar bunga dan Pokok Utang/Pinjaman; 

melunasi kewajiban Bunga dan Pokok Utang; 

belanja Pegawai; 

belanja Barang dan Jasa; dan 

belanja Modal. 

(2) Nilai SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam 

perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya. 

BAB IV 

DEFISIT ANGGARAN 

Pasal 4 

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan 

belanja BLUD. 

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk 

menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA Tahun 

Anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. 

BABV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA dilakukan pemantauan secara 

berkala sesuai kebutuhan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai 

program dan kegiatan BLUD. 

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA dilaksanakan oleh 

SEKRETARIAT PEMERltf!ffl.Mf4T~ ui PPKD. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal f. _jc1nue1rr' 2023 

. Alsut:1} KAUR! 
~"J:ETARI.\T F:~.iERINiAH 1':AEUPATEN KAUR I ' 

'.lA3iAtl HUKtH' 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal t' jctnuct rf 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

ERSA~ HFIRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: //66 


